
BUPATI DONGGALA

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 12TAHIJN 2OII

TENTAI\G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KAB{.JPATEN DONGGALA TAIIUN ANGGARAN 2OTT

DENGAN RAHMAT TTJIIAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BTJPATI DONGGALA'

bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan

Pasal 183 (.1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang -

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, menegaskan perkembangan yang tidak sesuai

denqan asumsi kebijakan umum Anggaran

Peniapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang

r"nyab"bk^n pergeseran anggaran ung. 
.Unit

Oreanisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

vans menrebabkan sisa lebih perhitungan anggaran

Lrli" ,"b"lurnnyu harus digunakan untuk

Pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka

dipandang perlu melakukan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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Mengingat : l.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a" perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Donggala Talrun Anggaran 201 l;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemb€ntukan
Daerahdaerah Tingkat ll di Sulawesi (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
l9E5 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara RI Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 ( kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (trmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor ,14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368E),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
2l Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39E8);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (tembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor t Tahun ZOO4 tentang

Perbeniaharaan- Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan l-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembeitukan Piraturan Penrndang-undangan (trmbaran

Neiara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53'

fairUatran i,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389)r

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang- 
Pemeri"ksaan Pelngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Necara (l.,embann Negara Republik lndonesla I ahun

20fi'4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara KepubllK

Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
- ' 

P"r"n"L""r, Pembangunan Nasional (t*mbann Negara

Republik lndonesia T-ahun 2004 Nomor 104' Tambahan

I-"inl"t- N"gut" Republik lndonesia Nomor '142 
| );

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- - 

i".*"ntuft- -Daerah (knbaran Negara 
-Republik

inaon"ti" Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -kmtaran
f.f"g-" n"ptUfif. Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

tetir aiuUa'n terakhir dengan Undang-Undang Nomor l2

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-

u;l;;g-i{;."t 3i tahun 2004 tentang Pemerintah

Ou"ruti (t-"tU"tan Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara KepuDllh

lndonesia Nomor 4844);

ll. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang--' 
Perimb"angan ("uungu" Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintai Daerah (Lembaran Negara .Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan Lemoaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
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lJ.

t4.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat' Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Ret-ibusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 1999 tentang

Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala dari

Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan

Banawa Kabupaten Donggala (kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 37E0);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraklir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara RLpublik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan l-ayanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara

Republik Indoneia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Talun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 
-Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor I10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5l55);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepuUlit< lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578) ;
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45E5);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614):

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 473E);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan'

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;
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30. P^eraturan Daerah. Kabupaten Donggala Nomor 4E Tahun 2007rentang pokok_pokok pengelolaan-k"u"ng_ 
Daerah 

-Kabupaten
ponggala (Lembaran Daeih Kabupat;; "o"6;;-i; un 2007Nomor 48);

3 I. Peraruran Daerah Kabuparen- rylrylu Nomor 3 Tahun 200g tentangUrusan pemerintahan Vane Menj;;i K.;;;;;e"r' ;"";tubup"t"n
-Donggala 

(Irmbaran Dierah kabupat"" 
-firr"i"'T"iun 

2008Nomor 3, rambahan Lembaran D*;-[;";;;Tbln*fr," *o*o,3);
32. P-eraturan Daerah. Kabupaten Donggala Nomor l0 Tahun 2fi)gtentang Pembentukan Oreanispsi Oan fata Ke{a Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan perwiitan Rat yat D;e;-'dan-iir'ieiri nup"tt

f:Luf,"" Tlp"F (tembaran O"eof, I(aUup"t"n ilnss""ru r"hunzuu6 Nomor t0) sebagaimana telah diubah dengan peratiran OaerahKabupaten DongSata l.romor 6 T"h"" ttiO i;;g p".l"r,_ 
"*.a:1*q laerarr. rcalupaten Donggara N";;;d-iltun 2008tentang Pemb€ntukan Orpanisasi dan Tata Xeia SeGrar;lt Oaerah,Seketariar Dewan perw[itan nabat oaeJ''aan 

-iirintri 
eup"ti

f^a!-upgten Donggala (t embaran oi"*r, i"U"p"t." o."gg;f" r"h""2010 Nomor 6):
33. P-eraturan Oaerah. Kabupaten Donggala Nomor ll Tahun 2fi)grcnEng remDentukrn Orcanisasi dan Tah Kerja Inspektorat, BadanPerencanaan pembanguriarn Daerah dan ir""'""_jr*-ili"r, a_

!11baga Teknis Dae-rah Kabupaten Oonggutu G.U"rui or"_f,Kabupaten Donggata rahun 2o0E N"r;-iij i"i"gl#"" t"r"r,diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Oongg?i"'iiorno, zTahun 20t0 tentans perubahan atas p.iaturun Da-eiah KaUupatenDonggala Nomor li Tahun 200g-tentung e.rb"n;k;; Orgun,.^i
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan perencin_n p"rlu'niu# ou.rutdan Penanaman Modal, dan_ Lembaga f"f"i, O""".ri-'iiubuput"n
Donggala (Lembaran Daerah Kabuiat"" nonggufu irf,r" ZtffONomor 7):
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala
Nomor E Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 200E tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kefa Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Donggala (trmbaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 8);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Donggala (Irmbaran
Daerah Kabupaten Donggala Tahun 200E Nomor l3);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (lrmbaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor I );

37. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2009-2013 (kmbaran Daerah Kabupaten

. Donggala tahun 2010 Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja trmbaga
Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor
e);
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Menetapkan

39. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 15

Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun

Anggaran 20ll (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 2010 Nomor l5);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun

2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran,

dan Lapo.an Pertanggungiawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik.

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2010 tentang Pedoman Penlusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah TA.20l l.

Dengan Penetujuan Bersama

DEWAI! PERWAKILAI\ RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DONGGALA TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAHTAHUN ANGGARAN 201I.
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Prsel I
Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan:l. Daerah adalah Kabupaten Donggala-
2. Pemerintah DaeralL adalah Eupati dan perdngkat Daerah sebagai unsur

- penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.

I 5:P" ?:"P adalah Bupati Donggata yang selanjufra diseUur nupari4. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah Daerah selaku plngguna inggaran/pengguna
Barang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat ApBD,
adalah rencana_ keuangan tahunan pemerinlhui O*rf, yang aisetului oten
Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Pendapafan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari' p€nerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan l'ain{ain pendapatan
Daerah yang Sah.

7. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah yang digmakan untuk
_ membiayai belanja Pemerintah Daerah dan transfer dari peme-rintah pusat.
8. Belanja Pemerintah Daerah menurut frngsi adatah belanja pemerintah Daerah

:ang 
digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi perohanan,

rungsi ketertiban dan keamanan, ftrngsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi
perumahan dan fasilitas umum, fungsi kes€hatan, fungsi pariwilta dan'budala

^ firngsi agam4 fungsi pendidikan, dan fungsi perlindunian sosial.9' Belanja Pemerintah Daerah menurutjeni;adarah belanja pemerintah Daerah yangdigT*g unl4 _membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modatl
subsidi, belanja hibah, banhnn sosial dan belania lainlain.

10. Belanja Pegawai adalah belanja pemerintatr Daerah yang digunakan unn*
membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang'yanlg di6erikan kepada

- _ qeqawai Pemerintah Daerah, dan pejabat Negara.
ll. Belanja Barang adalah belanja pemerintah Daerah yang digunakan untuk

membiayai pemebelian barang dan jasa yang habis pakai -unrui 
memproduksi

barang. dan jas4 baik yang dipasarkan *uupun y*g tidak dipasarlan, dan
pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau diiual keoada
masyamka! serta belanja perjalanan.

12. Belanja Modal adalah belanja pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka
p€mbentukan modal dalam bentuk tanah, pe.alaian dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
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13. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada sekolah yang

bertujuan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu'

14. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang

terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus,

sebagaimana dimakiud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentaig Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.
15. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH' adalah dana yang

dialokasikL tepadi aairatr berdasa*an angka p€rsentase tertentu untuk

mendanaikebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentralisasi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentaig Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.
16. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disingkat DAU' adalah dana yang

diatokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk

mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuar]gan

antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi' sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanpn

Keuangan antira Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah' dihitung

dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

17. Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disingkat DA& adalah dana yang

dialokasikan kepada iherah tertentu dengan tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusalda3rah 
-!an 

sesuai dengan

perioritas nu.Jonal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33

iahun 2004 tentaag Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah'

rg. t;a Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk.membantu daerah

;;i;; ranlka melaksanakan tetijatan tertentu Pem€rintah dan DPR sesuai

peraturan ierundangan , yang terdiri atas Dana Tambahan Penghasilan Cunr
'P"ga*ai i',i"geri Slpif baeiatr (PNSD), dana-danu lung dialihkan dari

keirenterian Fendidikan Nasional ke Transper ke Daerah, berupa Tunjangan

ProfesiGurudanBantuanOperasionalSekolah(BoS),DanaPenyesuaiart
ln frastruktur Daerah.
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19. Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan
untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai untuk petunjuk teknis Menteri
Pendidikan Nasional.

20. Pembiayaan Defisit Anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayan
yang diggunakan untuk menutup defisit anggaran daerah dalam APBD dan
kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

21. Sisa kbih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah
selisih lebih realisasi pembiayaan at8s realisasi pembiayaan atas realisasi
defisit anggaran yang terjadi.

22. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD
atau penetapan cadangan p€rusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai
modal BUMD danlatau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara
korporasi.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20ll semula
be{umlah Rp. 597.E51.725.675,00 bertambah sejumlah Rp.
47.07E.068.300,00 sehingga menjadi Rp. 644.929.793.97 5,00 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula

b. Bertambd (berkurang)

Jumlah perdapatan setelah perubahan

2. Belania
a. Semula
b. Bertambah (berkurang)
Jumlah b€lanja selelah perubahan

oefi sit setelah perubahan

Rp. 597.851.725.675,00

Bo. 47.078.068.300.00
Rp 644.929.793.975,00

Rp.620.968.251.780,00
Ro.92.131.900.169.55
R0.713.100.151.949.55

(Rp. 68'170.357.974,55)
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3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambatr(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran
1) Semuta
2) BertambatV(berkurang)

Jumlah perpeluran pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah pembiayaan rpto setelahperubahan Rp.68.170.357.974,55
Sisa lebih pmbiayaan anggamn setelahperubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal I terdiri dari:
a. Pendaoatan Asli Daerah

1) Semula
2) Berlambat(be*urang)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah

perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Berturang/(berkurang)
Jumlah dana perimbangan setelah
perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp.26.066.526.105,00
Ro. 44.953.831.869.55

Rp.71.020.357.974,55

Rp. 2.950.000.000,00
(Rp. 100.000.000,00)

Rp 2.850.(D0.000,00

Rp. 17.236.127.Ct00,00

Ro. 7.036.354.03,4.00

Rp. 24.27 2.481.0?A,()0

Rp.479.088.370 166,00
Ro. 5.144.836.944.00

Rp.484.233.207. 1 1 0,00

1) Semula Rp. 101.527.228.509.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 34.896.877.322.00
Jumlah lainJain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp.136.424.105.83j,00

263



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufa terdiri
dari jenis p€ndapatan :

a. Paiak daerah
1) Semula Rp.13.272.933.000,00
2) Berhmbah{berfturang) Ro. 1.002.643.980.00
Jumlahpajakdaerahsetelahperubahan Rp.14.275.576.980,00

b. Retibusi Oaerah

1) Semuh Rp. 1.688.982.000,@
2) BertambalV(berkurang) Ro. 3.760.892.0ffi.00
Jumlah ebibusi daerah setelah perubahan Rp. 5.449.874.0tt0,00

c, Hasil perpelolaan kekayaa daenh yang dipisahkan
1) Semula Rp. 900.m0.000,00
2) Eertambah(be*urang) (Ro. 50.@0.flX[.00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 850.000.000,00

d. Lainlain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp. 1.374.212.000,00

2) BenambafV(be*urang) Ro. 2.322.818.054.00

Jumlah lainlain pendapabn asli daerah
setelah perubahan Rp. 3.697.030.054,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) hurufb terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil PajaUBagi Hasil Bukan Palak
'l) Semula Rp. 21.355.638.166,00

2) Berkurang/(berkunang) Rp. 5.441.866.944.00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 26.797.505.110,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp.392.426.232.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Ro 2i1.630.000.00)

Jumlah dana alokasi umum setelah oerubahan Rp.392.15,4.602.000,00
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(4) l,ain-lain pendapatsn Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

c. Dana Abkasi Kh6us
'l) Semula

2) Bertambat/(berkurang)

Jumlah dana abkasi khusus setelah

perubahan

Rp. 65.306.s00.0(n,00
(B) 25.400.000.00)

Rp. 65.281.100.000,00

b. Dana oarurai - ^ ^n1) Semula RP U'uv

zi gertamuatrl(lefturang) RD g'gq

JirmlanOanaOiruratsetelahperubahan Rp 0'00

a. Hibah

1) Semula
2) Bertambah{bert$Eng)
Jumlah pendaPatan hibah seblah

perubahan

c. Dana bagi hasil paiak dad Prcpinsi

1) Semuh
2i eedambatV(be*unang)

Jumlah dana bagi hasil Paiak dari

. propinsisetelahPerubahan

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula
2i BertamUahrbe*urang
Jumlah dana Penyesuaian dan

otonomi khusus s€telah Perubahan

RD. o'oo

Rb o'oo

Rp 0,00

Rp. 9.000.749.309'00

Rp. 4.224.775.782'N

Rp. 13.225.525.091'00

Rp. 92.526.479.200,00

Rp. 26.587.219. M0'00

Rp. 119.113.698.240,00

e. Bantuan Keuangan dari pmviNi atau dari pemerintahan daerah lainnya

1) Semula RP 0'00

2i eertambah/(be*urang) Rp 4 084 882 500'00

iumhh bantuan keuangan dari propinsi

atau dari pem.'rintah daerah lainnva

setelah perubahan Rp 4 084 882'500'00
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Pasal 4

(l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn pasal I terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Berbmbah/berkurang Rp.
Jumlah belanja Hak langsung setelah
perubahan

b. Belanja Langsung
'l) Semula
2) Berhmbah(berkurang)
Jumlah belanja langsung setelah
perubahan

Rp. 334.212.313.756,00

22.036.004.0n,00

Rp. 356.248.317.785,00

Rp. 286.755.9?,8.024,00

Rp. 70.095.896.140,55

Rp. 356.851.834.164,5s

Rp. 296.469.249.098,00
Rp. 14.244.093.066,00

Rp. 310.713.342.1Of,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
darijenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula

2) Berlambah(beilurang)
Jumlah belania pegawai setelah
Derubahan

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp.
2) Berlambah{berkurang) Rp.
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp.

c. Belanja subsidi
1) Semula

2) Berlambah{berkurang)
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.

d. Belanja Hibah
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp.

Rp.

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Rp. 24.734.853.000,00
Rp 1.448.173.500,00

Rp. 26.183.026.500,00
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e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

2) Bertambat/(berkurang)
Jumlah belania banfuan sosial setelah

Derubahan

f. Belanja bagi hasil

1) Semula

2) Bertambah(beilunng)
Jumlah belania bagi hail setelah

perubahan

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula

2i Bertambat/(berkurang)
Jumlah belania bantuan keuangan

setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga
'l) Semula

D Berlambat/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terdr4a setelah

perubahan

i. Belanja Bantuan Keuangan
'l) Semula

2) Bertambatv(berkurang)

Jumlah belanja tilak te.duga setelah

perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari

0,00
0,00

0,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.448.000.000,00
1.844.453.554,00

4.292.453.554,00

975.203.300,00
500,401.409,00

1.475.604.709,00

8.585,008.358,00
3.998.882.500,00

12.583.890.858,00

1.000.000.000,00
0,00

1 .000.000.000,00

27.065.012.000,00
3.609.396.600,00

30.674.408.600,00

jenis bel%anja :

a. Belanja pegawai

1) Semula RP.

2i Bertambah/(berkurang) RP'

Jumlah belanja Pegawai setelah

perubahan RP'
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Passl 5

( I ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula

2) Benambah(berturang)
Jumlah penerimaan pembhyaan setelah
perubahan

b.Pengeluaran
1) Semula

2) Eerlambah(berkunng)
Jumlah per€eluaran pembiayaan

selelah Derubahan

Belanja barang dan jasa
1) Semula

2) Berbmbah(berkurang)
Jumlah belanja barang

dan iasa setelah perubahan

Belanja modal
1) Semuh
2) Bertambat(berkurang)
Jumlah belanja modal setelah
Perubahan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah SiLPA tahun anggaran
sebelumnya setelah perubahan

109.232.514.691,01

33.791.815.6s4,54

143.024.330.345,55

150.458.411.332,99
32.694.683.886.01

183.153.095.219,00

Rp. 26.066.526.105,00
Rp. 44.953.t|:!1.869,55

Rp. 71.020.357.974,55

Rp. 2.950.000.000,m
(Rp. 100.000.000,00)

Rp. 2.850.000.000,00

26.066.s26.105,00
44.953.831 .869,55

71 .020.357.974,55

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
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c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan'

1) Semula RP

2) Berlambalv(befturang) RP'

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula

2) BertambafV(berkurang)

Jumlah pencairan dana cadangan setelah

perubahan

Jumlah hail Penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan-seblah

oerubahan

d. Penerimaan Pinjaman daerah.

1) Semuh
2) Eertambah/(berkurang)

Jumlah peredmaan Piniaman daerdl

setelah Derubahan

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Rp.
Rp
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman'

1) Semuh RP

2i Bertambat/(berlrurang) RP'

Jumlah penerimaan kembali pembedan

pinjaman-setelah Perubahan RP

f. Penerimaan Piutang daerah.

1) semula RP.

2i aenambarul**urangl RP

Jumlah penerimaan Piutang daerah

setelah perubahan RP'

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan'
'l) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah pembenfukan dana cadangan

setelah perubahan
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b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
1) semula Rp. 2.o5o.ooo.ooo,oo
2) Eertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal (inveslasi)
daerah selelah perubahan Rp. 2.g50.000.000,00c. Pembayaran pokok utang.
1) Semula Rp. 0,002) Bertambah(be*urang) Rp 0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelahperubahan Rp. 0,00d. Pemberian pinjaman daerah.
1) Semula Rp. 0,002) Bertambah(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah
setetah perubahan Rp. 0,00e. Pembayaran Hutang Kepada pihak Ketiga
1) Semula np 100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (ip. 100.000.000,00)
Jumlah pembayaran hutang pihak
ketiga setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belania Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pa.il l, t.rcantu- dalam Lampiian yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daelh ini, terdiri
oan :

I . Lampiran
2. Lampiran

I Ringkasan Perubahan ApBD:
II Ringkasan Peruba-han ApBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKpD;
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3. Lampiran Ill Rincian Perubahan APBD menunrt Urusan' 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan'

Belanja dan PembiaYaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja-- 
-menurut 

Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD' Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan . Belanja Daerah untuk

Keseiarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Larnpiran Vl Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Per Jabatan;

7. Lampiran Vtl Daftar kegiatan - kegilan tahun anggaral sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali

dalam anggaran ini;

8. Lampiran VItl Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

ffi;;;"* il;;lanja Daerah sebagai laidasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal E

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempaa";t;1;l"t lrmbaran Daerah Kabupaten Donggala
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Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 19 Agustus 201 I

BI,PATI DONGGAI,A.

nd

EABIR POI\II.JLELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal, 19 Agustus 201 I

SEKRETARIS DAERAH KABTJPATEN DONGGALA

nd

Drs. H, KASMLIDDIN HALITDDIN' M.Sl
Penbinr Uteme Madya

f[P. 19530201 19t203 I 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHIJN 2OI I
NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARHT DAERAH KABTJPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIA}I HUKUM DAN PERUNDAIIG.UNDANGAN

/ruruzv.
MUZAKIR PAITTAS. SH.MH

NrP. 19600305 199403 I 03
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